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<b>ABSTRAK</b><br>

Skripsi ini membahas mengenal perlindungan personil diplomatik dan tanggung jawab negara terhadap
kekerasan fisik yang diderita oleh personil diplomatik di negara-negara konflik, khususnya di negara
Afghanistan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini patut untuk dibahas melihat
maraknya penyerangan-penyerangan serta kerugian fisik yang diderita oleh personil diplomatik di banyak
negara, terutamadi negara yang sedang berada di dalam konflik bersenjata. Skripsi ini akan membahas
mengenai praktek perlindunganperlindngan personil diplomatik di beberapa negara konflik dan membahas
konvensi-konvensi yang mengatur mengenai perlindungan personil diplomatik itu sendiri. Dengan hal
tersebut, maka akan terlihat bahwa negara konflik memiliki tendensi untuk terjadinya penyerangan terhadap
personil diplomatik lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak dalam konflik bersenjata. Adapun
demikian, skripsi ini akan membahas mengenai negara konflik itu sendiri dan berusaha mengkategorisasi
kondisi-kondisi apa sgja yang dapat dipenuhi sehingga suatu negara dapat dikatakan sebagai negara konflik.
Lalu, setelah melihat pola perlindungan personil diplomatik di beberapa negara konflik, maka akan juga
dilihat respon yang dikeluarkan oleh negara penerima dan pengirim. Tentunya, skripsi ini juga akan
membahas kasus-kasus penyerangan terhadap personil diplomatik di Afghanistan beserta respon yang
dikeluarkan oleh pihak yang berkaitan, dan juga akan dilakukan analisis terkait perlindungan personil
diplomatik serta tanggung jawab negara Afghanistan dihubungkan dengan doktrin dan konvensi-konvensi
yang mengatur. Dalam menindaklajuti keadaan ini, pihak

Afghanistan harus melakukan kewajibannya untuk melindungi personil diplomatik dengan Iebih baik dan
memperhatikan kewajiban-kewajiban yang tertera di konvensi-konvensi diplomatik serta jika dalam hal
negara yang dirugikan menuntut Afghanistan untuk bertanggung jawab, maka Afghanistan dapat
bertanggung jawab

berdasarkan konvensi dan doktrin yang ada.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis explains about protection of diplomats and state responsibility of physical suffered by diplomats
in conflict countries, especially in Afghanistan using juridical normative methodology. This concern has to
be discussed because there are alot of attacks and physical harms suffered by diplomats in many countries,
especialy in armed-conflict countries. Thisthesis will analyze the practices of

protection of diplomats in some conflict countries and explain the conventions that include protection of
diplomats as a part of the conventions. Thus, conflict countries have more tendency than non-conflict
countries in terms of numbers of attacks and physical harms suffered by diplomats. Therefore, thisthesis
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will analyze the conflict country and try to categorize terms and conditions which are included as conflict
country. After seeing the pattern of protection of diplomatsin some countries, then this thesiswill analyze
the response shown by the receiving and sending state. This thesiswill also discuss about the attacked
diplomats cases in Afghanistan and the responses issued by related parties. Then, protection of diplomats
and state responsibility will be analyzed based on the related doctrine and

conventions. Changes in protection of diplomats in Afghanistan should be done and Afghanistan should be
more concerned about this matter and based on the diplomatic convention, sending state could file dispute
settlement to an arbitrary organ and International Court of Justice to claim state responsibility. Based on the
conventions and doctrine related, Afghanistan could be charged as the full responsible party.



